BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk pendekatan preventif dari aspek K3 dan lingkungan adalah
dengan menegakkan pelaksanaan pedoman, standar dan peraturan perundang-
undangan. Adanya aturan dalam pekerjaan merupakan salah satu bentuk upaya dari
hierarki pengendalian K3 dalam éspek kontrol administratif. Perlindungan tenaga
kerja merupakan salah satu bentuk upaya tersebut yang dimaksudkan untuk
menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis tanpa adanya tekanan
dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan kerja juga menjadi
jaminan wajib bagi tenaga kerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan

hidup selama bekerja. &2

Seperti yang berlaku di banyak negara, di Indonesia pelaksanaan kesehatan
kerja diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari peraturan
perundangan ini- adalah memberikan . kepastian  hukum dalam pelaksanaan
perlindungan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan layak,
dengan demikian menjadi jelas hak, kewajiban dan wewenang dari mereka yang
terkait dalam hubungan Kerja, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Diharapkan mereka
dapat bermitra kerja secara harmonis, dapat menjamin perlindungan pekerja terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, memperoleh perlakuan yang

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan dapat



menghasilkan produktivitas yang tinggi serta berkontribusi dalam pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.®

Dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan. Pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang sama.”
Disebutkan pula pada paéal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.” Berdasarkan dua pasal tersebut hendaknya setiap
pekerja perempuan mendapatkan hak yang sama terhadap pekerjaannya diluar
kewajiban-kewajiban yang harus, dilakukan. Hak-hak pekerja perempuan yang
diberikan berbeda dengan hak pekerja laki-laki karena perempuan memiliki berbagai
kekhususan yang perlu diperhatikan. Dalam perundang-undangan dan dalam
peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan terdapat kebijakan khusus yang
mengatur pekerja perempuan. Di antara kebijakan tersebut ialah peraturan mengenai
jam kerja pekerja perempuan, pekerja perempuan haid, pekerja perempuan hamil,
melahirkan dan keguguran dan pekerja perempuan menyusui.®

Di Indonesia, seiring peningkatan tingkat pendidikan penduduk Indonesia,
maka partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga semakin meningkat. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 digambarkan tren peningkatan pekerja
perempuan dari tahun 2015-2018 yakni sebanyak 2.800.335 pekerja perempuan dari

bulan Agustus 2015 hingga Agustus 2016, lalu terjadi peningkatan sebanyak 817.531



orang pekerja perempuan dari bulan Agustus 2016 hingga Agustus 2017, dan
meningkat secara signifikan dari bulan Agustus 2017 hingga Februari 2018 sebanyak

4.825.907 pekerja perempuan dimana belum genap hitungan satu tahun.®

Pekerja perempuan di Indonesia dalam usia reproduksi mempunyai
permasalahan kesehatan. Berdasarkan data dari Infodatin Kesja tahun 2015
menyatakan bahwa Wanita Usia Subur (WUS) sebesar 26,4%. Anemia gizi besi juga
mengakibatkan pekerja menjadi mudah sakit, mudah terjadi kecelakaan sehingga
angka absensi meningkat dan kemungkinan apabila hamil akan mempunyai risiko
saat melahirkan serta melahirkan bayi-dengan Berat Badan Lahir Rendah.®

Perempuan bekerja. memiliki' beberapa: dampak terhadap kesehatan dan
dampak negatif dalam lingkungan kerja. Perempuan bisa terpapar zat-zat kimia yang
mempengaruhi kesehatan dan infertilitas yang disebabkan oleh asap rokok, bahan
radiologi, bahan organik, bahan organofosfat dan organo morin untuk racun hewan
perusak. Selain itu pekerja perempuan memiliki risiko pelecehan seksual yang bisa
berasal dari teman sejawat, supervisor, manajer atau atasan. Adaptor perempuan
kadang tidak kuasa menolak karena ketakutan atau ancaman di PHK. Dampak

selanjutnya adalah penundaan usia nikah karena perempuan sibuk mengejar prestasi



kariernya menyebabkan tidak mempunyai banyak waktu luang untuk memperhatikan
pekerjaannya. Dampak terakhir adalah keharmonisan rumah tangga akan terkena
pengaruh negatif apabila perempuan bekerja dan hal ini disebabkan oleh kesibukan
aktivitas yang berlebihan memungkinkan perempuan tidak mempunyai banyak
waktu untuk keluarga karena pusat perhatiannya pada kesuksesan Kkariernya,
sehingga bisa menelantarkan peran sebagai istri dan sebagai ibu.(”)

Ketatnya persaingan bisnis saat ini mengharuskan perusahaan untuk
memikirkan cara lebih matang' untuk bertahan dalam-dunia bisnis. Salah satu hal
pokok yang diperhatikan oleh perusahaan adalah dari aspek SDM (Sumber Daya
Manusia) karena aspek ini merupakan tumpuan perusahaan untuk berkembang.
Sumber daya manusia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dimana perempuan
memiliki tanggung jawab yang sama seperti sumber daya laki-laki di tempat kerja
karena pada dasarnya perusahaan menuntut setiap pekerjanya untuk bisa
mengerjakan pekerjaan dengan baik.®

Lokasi penelitian PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan teknologi
informasi dan komunikasi (T1K)'dan- jaringan telekomunikasi-di Indonesia. Kegiatan
usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan
teknologi, informasi  dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri
telekomunikasi dan informasi. Saat ini Telkom Group mengelola 6 produk portofolio
yang melayani empat segmen konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan
segmen konsumen lainnya. Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Namun, seiring

perkembangan pesat layanan telepon dan telex, Pemerintah Indonesia mengeluarkan



PP No. 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi
dalam PN Postel: PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini,
setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing.
Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak
tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir
Telkom.®

Adapun penelitian terkait yang berhubungan dengan topik yang peneliti
tetapkan adalah analisis ketentuan hukum terhadap ‘pekeérja perempuan pada malam
hari di Alfa Mart kecamatan Rappocini Kota Makassar. Berdasarkan penelitian oleh
Ayu Andira (2014), menyatakan bahwa ketentuan hukum terhadap pekerja
perempuan pada malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, pekerja perempuan di perusahaan Alfa Mart tidak pernah
diberikan makanan maupun minuman selama bekerja pukul 22.00 sampai dengan
pukul 07.00 pagi yang seharusnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan kepada
pekerja perempuan malam hari. Ketentuan ini belum dilaksanakan oleh pihak
perusahaan karena memang belum ada peraturan dari perusahaan Alfa Mart.
Selanjutnya ketentuan'mengenai menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat
kerja, pihak perusahaan Alfa Mart sendiri sudah bertanggung jawab memberikan
jaminan keselamatan dan keamanan selama bekerja siang ataupun malam hari.
Terkait peraturan selanjutnya mengenai jam kerja malam bagi perempuan,
berdasarkan undang-undang perusahaan harus menyediakan angkutan antar jemput
bagi pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Namun, pihak perusahaan Alfa Mart belum menyediakan angkutan antar jemput



sehingga bisa dikatakan keamanan pekerja perempuan yang berangkat dan pulang
kerja tidak terjamin oleh perusahaan.®®

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik yang diangkatkan peneliti
adalah analisis pemberian cuti bagi pekerja perempuan pada PT. Japfa Comfeed Kota
Makassar. Berdasarkan penelitian Normiana dan Muhammad Ikbal (2016),
menyatakan bahwa dari 33 responden terdapat 28 responden atau 84% yang
mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Pekerja perempuan di PT. Japfa Comfeed Kota Makassar dari 33 responden yang
diambil mengetahui bahwa aturan untuk cuti haid adalah selama 2 hari, namun
pekerja tidak memanfaatkannya karena berbagai alasan salah satunya karena malu
mengajukan permohonan cuti. Pekerja perempuan di PT. Japfa Comfeed Kota
Makassar sebanyak 93% mengetahui aturan cuti hamil/melahirkan namun
berdasarkan hasil survei ternyata’ aturan cuti ini tidak digunakan oleh pekerja
perempuan dan lebih memilih menggunakan hak cuti tersebut setelah melahirkan
selama kurang lebih 3 bulan.®?

Penelitian terkait dengan topik yang penulis angkatkan selanjutnya adalah
analisis implementasi kebijakan pemberian-air-susu' ibu eksklusif bagi pekerja di PT.
Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian oleh Agnes Melissa
(2015), menyatakan bahwa; 1) belum adanya peraturan dari perusahaan mengenai
pemberian jam istirahat untuk menyusui ataupun tata cara penggunaan ruang laktasi
karena peraturan ini dirasa belum diperlukan oleh perusahaan, 2) perusahaan sudah
memberikan waktu untuk menyusui namun hanya terbatas pada jam istirahat saja, 3)
perusahaan sudah menyediakan ruangan khusus untuk menyusui dan memerah ASI

sesuai dengan kondisi perusahaan dan kemampuan perusahaan.®?



Berdasarkan hasil wawancara awal di PT. Telkom Witel Sumbar, perusahaan
ini sendiri sudah memiliki kebijakan khusus yang mengatur hal-hal berkaitan dengan
pekerja perempuan seperti waktu kerja bergilir, cuti bersalin, mutasi pasangan suami
istri Telkom atau mengikuti pasangan dan cuti haid. Meskipun sudah ada peraturan
terkait pekerja perempuan serta adanya upaya penerapan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai pekerja perempuan di perusahaan
Telkom namun penerapan aturan masih secara fleksibel atau bebas sesuai keadaan
pekerja dan tidak ada peraturan yang mengikat. Dari-hasil sementara wawancara
awal yang didapatkan pekerja perempuan di PT. Telkom Witel Sumbar yang bekerja
pada malam hari tidak disediakan kendaraan antar jemput dan mereka beralasan
bahwa akan pulang dari kantor bersama-sama dengan karyawan lain. Pekerja
perempuan yang bekerja malam hari tidak diberikan makanan tambahan yang bergizi
sesuai standar dalam Keputusan'Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomaor: Kep.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang
Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan
07.00. Cuti haid akan diberikan kepada pekerja apabila sudah mendapatkan
rekomendasi dari dokter, pelayanan kesehatan-Telkom. Cuti-hamil atau melahirkan
yang diambil oleh pekerja perempuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan, namun fleksibel digunakan sesuai kemampuan pekerja. Sementara di
tempat kerja tidak tersedia ruang laktasi, namun diberikan kebebasan kepada pekerja
apabila ingin menyusui bayinya.

Wawancara awal yang dilakukan di PT. Telkom Akses Kota Padang
didapatkan hasil bahwa perusahaan sudah memiliki kebijakan khusus terhadap

pekerja perempuan. Namun bagi pekerja perempuan yang lembur tidak disediakan



kendaraan antar jemput dan disediakan makanan tambahan namun belum sesuai
standar gizi yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Nomor 224/Men/2003 serta
sejauh ini belum ada tindak asusila yang terjadi selama lembur karena adanya
pengawasan dari pihak perusahaan. Pekerja mengetahui tentang aturan cuti haid yang
ditetapkan namun jarang digunakan karena tidak merasa terganggu dengan haid
tersebut dalam melakukan pekerjaan. Hasil wawancara awal dengan pihak
perusahaan menunjukkan tidak adanya penerapan peraturan perlindungan kerja yang
baik pada pekerja perempuan di' perusahaan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perlindungan Kerja Tenaga Kerja

Perempuan di Perusahaan Bidang Telekomunikasi Kota Padang Tahun 2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian ini, maka peneliti merumuskan
bahwa bagaimana penerapan perlindungan tenaga kerja perempuan di perusahaan

bidang telekomunikasi Kota Padang tahun 20197

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis penerapan kebijakan perlindungan tenaga Kkerja
perempuan berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Menteri di perusahaan

bidang telekomunikasi Kota Padang tahun 2019.



1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk menganalisis komponen input dari kebijakan perlindungan tenaga

kerja perempuan di perusahaan bidang telekomunikasi Kota Padang tahun
2019 yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana
kerja dan alokasi dana.

2. Untuk menganalisis komponen proses dari kebijakan perlindungan pekerja
perempuan di perusahaan bidang telekomunikasi Kota Padang tahun 2019
yang meliputi-kebijakani‘jam! kerja pekerja jperempuan;. kebijakan untuk
pekerja perempuan haid, kebijakan untuk pekerja perempuan melahirkan, dan
kebijakan untuk pekerja perempuan menyusuli.

3. Untuk menganalisis output dari kebijakan perlindungan pekerja perempuan di
perusahaan bidang telekomunikasi Kota Padang tahun 2019 vyaitu
terlaksananya perlindungan pada pekerja perempuan yang baik dan terencana
di perusahaan bidang telekomunikasi Kota Padang sesuai dengan peraturan

yang ditetapkan.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu dalam

ruang lingkup pendidikan terutama pada aspek pengembangan ilmu K3.

1.4.2 Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan

pemikiran untuk perusahaan bidang telekomunikasi Kota Padang dalam
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penerapan perlindungan pekerja perempuan berdasarkan undang-undang dan
peraturan pemerintah.

2. Mendapatkan tambahan informasi dan masukan dalam pelaksanaan
perkuliahan di Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas
Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas tentang penerapan perlindungan
tenaga kerja perempuan di perusahaan bidang telekomunikasi Kota Padang.

3. Mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat tentang penerapan
perlindungan tenaga“kerja perempuan di"perusahaan telekomunikasi Kota

Padang yang bisa diterapkan di kemudian hari.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dari bulan Agustus

2018 sampai dengan bulan Juni 2019 vyaitu analisis penerapan kebijakan
perlindungan kerja tenaga kerja perempuan di perusahaan bidang telekomunikasi
Kota Padang yang dilihat dari pendekatan sistem, yaitu dilihat dari tenaga kerja,
sarana prasana dan dana, proses yaitu penerapan perlindungan kerja pada jam kerja
pekerja perempuan; kebijakan untuk .pekerja -perempuan haid, - kebijakan untuk
pekerja perempuan hamil, melahirkan dan keguguran, dan kebijakan untuk pekerja
perempuan menyusui, hingga hasilnya yaitu terlaksananya penerapan perlindungan
kerja pada pekerja perempuan yang baik dan terencana di perusahaan bidang

telekomunikasi Kota Padang tahun 2019.



